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WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembétngunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar telah
menetapkan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor

47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Blitar Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nombr 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-




Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007




10.

11.
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Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberépa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
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2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan #Qencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rerf;cana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Repu‘ﬁplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan foenteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistejm Informasi Pembangunan Daerah;
Peraturan I\j/[enteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentarig Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Nega;ra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540): |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pen&usunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 202(5) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sié,tem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 67 8);

Peraturan ;Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8};

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011
tentang = Keterbukaan Informasi  Publik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturaﬁ Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang | Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah I‘{fota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
I
[
!




Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2);

30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun
2016 Nomor 74); dan

31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Blitar Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 Nomro 57) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR
4’7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020

Pasal 1
Lampiran Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2020 diubah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini.
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Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 30 Juli 2020

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Py

AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 1998031 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
TAHUN 2020

BAB1I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Konsep dasar pembangunan yang diterapkan di Kota Blitar adalah

pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan yang
partisipatif.Penerapan strategi pembangunan daerah ini dilaksanakan
secara holistic dan sisitemik yang bermuara pada perwujudan visi dan
misi Pemerintah Kota Blitar.Pembangunan di Kota Blitar sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai harapan tersebut, maka dalam prosesnya harus
dilaksanakan secara sistemik mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan , pengawasan, dan evaluasinya. Kondisi ini dapat terbangun
dengan diawali dari sebuah ketetapan dan kepastian terhadap
perencanaan pembangunan yang baik maka akan diperoleh hasil yang
optimal.

Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai salah satu unsur pelaksana
pemerintah daerah, mempunyai tugas membantu Walikota dalam
merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang di
dalamnya memuat perencanaan, pelaksanaan pengendalian, dan
penilaian atas pelaksanaannya, dalam perumusan kebijakan tersebut
harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan,
yaitu Rencana Strategis Kota Blitar, Rencana Strategis Pemerintah Kota
Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Renstra Dinas
Pendidikan Kota Blitar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD
dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai
Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD
dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik
terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 maupun yang
terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan
yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-
kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Badan
Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2020 mengacu pada Perubahan
RKPD Kota Blitar Tahun 2020.

2. Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja,
maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Tahun 2019 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Blitar Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna
mencapai target yang telah ditetapkan.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

N

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

SANTOSO
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